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WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 104);

4. Undang-Undang



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan



10.

L

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan; Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 594 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun  2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2024 Nomor 7);

13. Peraturan



13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

Menetapkan:

dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

2
3.
4

Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Lubuk Linggau.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah wuntuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk
Linggau.

7. Perencanaan



10.

£1,

i2.

13.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah
yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya  disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat
RPJMD Provinsi adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program.

14. Rencana



14.

15.

16.

17.

18.

19:

20.

21

22,

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi
dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan
menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah
secara keseluruhan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan
programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan  mengantisipasi isu  strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah.

23. Kegiatan



23.

24,

295.

26.

24

28.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya,
baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output), dalam bentuk barang/jasa.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program /sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.

Pasal 2

RPJMD Kota dimaksudkan untuk menjabarkan visi,
dan misi Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran,
Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.

(2) RPJMD



(2)

(1)

RPJMD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Daerah;

b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun
RKPD; dan

¢c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

daerah.

BABII
SISTEMATIKA

Pasal 3

Dokumen RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-
2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB1 : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB IV : ROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V : PENUTUP

BAB III



(3)

(1)

(2)

BAB III
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
Pasal 4

RPJMD Kota sebagai pedoman dalam penyusunan
RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat
Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan
lainnya sesuai dengan ketentuan = Peraturan
Perundang-undangan.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung pada tahun
2025 sampai dengan tahun 2029.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap rencana RPJMD Kota.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah
kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi
pembangunan jangka panjang Kota.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
lingkup Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan  dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah.

(4) Tata
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(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB YV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, mencakup terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau

perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap

pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan

program dalam RPJMD Kota tetapi tidak mengubah target

pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah,

maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat:

a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota;

b. kebijakan umum APBD; atau

c. prioritas
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c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 8

RPJMD Kota dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD
yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kota telah
mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD
Tahun 2026 dan perubahannya serta RKPD Tahun 2025
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan

Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya
menyusun RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama

periode masa jabatan Wali Kota berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Pelaksana yang mengatur mengenai perencanaan
pembangunan daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2o A_gusl-qs 202¢

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 80 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN (A-53/2025)



